BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 2F TAHUN 2023

TENTANG

KE]jUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SER[TA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN

Menimbang

Mengingat | |

PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Pinrang Nomor 60 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian;

. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perkembangan peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian, sehingga

perlu diganti;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2020 Nomor 6). i



MEMUTUSKAN :

Menetapkah : PERATURAN BUPATI PINRANG TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTH

TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Fera;turan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.
13.
14.

adalah I{a.bupatﬂn Pinrang.

Sekretal ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang.
Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang

Kepala | Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabu _‘ten Pinrang

Pejabat| Pembina I{epegawajan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejaba | yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Bupati Pmrsmg

Aparatur Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai-
pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat
maup rh Daerah.

Pejaba: :,rang Berwenang yvang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi
fungsi| /[dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Tugas pdalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

Fungsi|adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
Uraian| tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan| yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatam.

BAEB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas sebpgaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh
Kepala Di ELS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
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BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian,
terdiri atas :
a. Kepala Dinas;

tariat terdiri atas;

C. ang Pengembangan e-Government;

d. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;

€. Bidang Informasi dan Statistik;

f. Bidang Persandian dan Teknologi Informasi dan Komunikasi: dan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

truktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantym dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
isa kan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala |Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan
urusan| pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, e-
Government, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.

(2) Untuk |melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala || Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

¢nggarakan fungsi:

musan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi

Int‘onnat:ka, e- -Government, Persandmn dan Staﬂsuk

an |Informatika, e-Government, Persandian dan Statistik;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan
i {:rinta.han di bidang Komunikasi dan Informatika, e-

- :antau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
gkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
d. j‘usun rancangan, mengorcksl memaraf  dan/atau
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f. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rancangan

El dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika

' | Persandian;

sun kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Teknologi,
Infi rmasi, Persandian dan Statistik;

h. mengkoordinir pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dalam
lingkup Dinas;

i. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Pelayanan

mal di bidang Komunikasi dan Informatika;

elenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan

terian, pemerintah provinsi dan Satuan Kerja Perangkat

Da¢rah terkait dalam rangka kelancaran tugas;

elenggarakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan

umentasi dalam lingkup Dinas;

ibina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

m lingkup Dinas;

etapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas;

gkoordinir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional
Propedur dalam lingkup Dinas;

p. menyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan pengawasan

=

vernment, Persandian dan Statistik:
i kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
turan perundang-undangan,

usan kebijakan; dan

i dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekreta.dat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu
Kepala [Dinas dalam mengordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan
teknis |dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum,
kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. igoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas;
b. igoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup
inlas:
c. doordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam
ghup Dinas;
d. igoordinasian  pengelolaan administrasi keuangan dalam

ing fup Dinas: dan
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(3) Uraian t;ugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

™

o

meryusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam
aksanaan tugas;

eridistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

antau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
ngan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

mepnyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau
landatangani naskah dinas;

mgikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

membantu kepala Dinas merumuskan dan menetapkan Rencana
ategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas
munikasi, Informatika dan Persandian;

menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Dinas;
menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas;

goordinasikan penyusunan laporan Standar Pelayanan
Mini lingkup Dinas;

engoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Dinas
ingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
plifikasi pelaksanaan kegiatan;

goordinasikan dan melaksanakan penyusunan program
hcanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja

oordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
, kepegawaian dan hukum dalam lingkup;
iyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi
keuangan;
'elenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
iharaan dan penghapusan barang;
rdinasikandan memfasilitasi kegiatan organisasi dan
alaksana;

goordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
yrmasi Birokrasi dalam lingkup Dinas;

pfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
algm lingkup Dinas;

menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas
dan| imelakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam
lingk P SEkl’EtEﬁﬂt;

merjyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan di Sekretariat;

menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk
menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung
pelakksanaan tugas dan fungsi;

m ﬂai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan
berikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

sanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesyai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 1
Kepala Subbagian Program

| Pasal 6
(1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Program yang
mempuynyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan
dan lakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi
serta penyusunan laporan.
(2) Uraian | tugas Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),/meliputi:
4. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
¢. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan
kisanaan tugas;
d. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
enpndatangani naskah dinas;

h. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai
i tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subbagian

i. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi
Pemetintah Dinas;

j. mengpordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan, data dan
informasi program dan melakukan penyusunan perencanaan

program kegiatan;

k. menylapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kinetja,

l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja
Dinals;

aksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan
kebijakan teknis di Subbagian Program;

ventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

anakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
on pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
ungsi,
i kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peratyran perundang-undangan;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
aksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
A bidang tugasnya. T
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Paragraf 2
| Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Pasal 7

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas
memb . tu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan
urusan | ketatausahaan, pelayanan informasi, administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta
mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas.

(2) Uraian |tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan
Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk
merngetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. mempantu Sekretaris menyusun dan membuat laporan Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;

g me sun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai
uraign tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subbagian
Umuimn, Kepegawaian dan Hukum:;

h. melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dan
mengevaluasi pelaksanaan SKM dalam lingkup Subbagian Umum,

epegawaian dan Hukum;

i. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

j. mel ikuka pengelolaan arsip naskah Dinas;

k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,
pemgliharaan dan penghapusan barang;

l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
barang;

m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta
menyusun laporan barang inventaris;

n. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan
uru rumah tangga Dinas;

o. menyjapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan
evallipasi dalam lingkup Dinas;

p.- mengpordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan,
penyadjian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi
dan pengaduan dalam lingkup Dinas;

q. menyjapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi
pelakbanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup
Dinas;

r. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat
Dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;

s. menylapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran
pegawai;

t. mengpordinasikandan memfasilitasi administrasi surat tugas dan
perjalpnan Dinas pegawai;

u

orga

-

. menylapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatant,

isasi dan tatalaksana;
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dksanakan  pengumpulan bahan Penilaian Mandiri
Pelpksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

w. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam

lingkup Dinas;

X. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya

anusia di lingkungan Dinas;

y. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan,

_‘ngkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil
negara,

z. memyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi
eryusunan produk hukum lingkup Dinas:

aksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan

f{leEuggaraan kebijakan teknis di Subbagian Umum, Kepegawaian

ary Hukum;

bb. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan

gl bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk

c&ha.n masalah;

: akan kuurdmasl dan konsultasi dengan lembaga

rmtah dan non pemerintah dalam rangka mendukung

ksanaan tugas dan fungsi;

ai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

aturan perundang-undangan;

ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Umiym, Kepegawaian dan Hukum dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

d
ff. ma%l{sanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
supi dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 8
agian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang
mempupyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan

dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan
lingkup| Pinas.

(2) Uraian [tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman
am pelaksanaan tugas;

distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

lantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup

ylsun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

. gikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai

ure tugas dan melakukan evaluasi SOP lingkup Subbagian
Keuagan;

g membantu  Sekretaris menyiapkan bahan, Menyusun dan
me uskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi

atika dan Persandian;

pumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun

ana  kebutuhan gaji pegawail, dan rencana  proveksi
penddpatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
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1. melpkukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan
keu gan Dinas;

J. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
pengerimaan keuangan dalam lingkup Dinas;

k 1]:1; erlyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam lingkup

IN&as;

1. menyusun realisasi perhitungan anggaran dalam lingkup Dinas;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan lingkup Dinas:

n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti

laporpn hasil pemeriksaan keuangan dalam lingkup Dinas;

pAksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan

kebijakan teknis di Subbagian Keuangan;

iginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan

ga bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

sallah;

dksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah

dan|non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

dan |fangsi;
ilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

ran perundang-undangan;

8. me |1' sun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian

angan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

gai bahan perumusan kebijakan; dan

dksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

41 dengan bidang tugasnya.

|
| Bagian Ketiga
! Bidang Pengembangan e-Government

Pasal 9
(1) Bidang| | Pengembangan e-Government dipimpin oleh Kepala Bidang
Pengembangan e-Government yang mempunyai tugas membantu Kepala
(dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
an teknis pengembangan e-Government,
melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengembangan e-Government menyelenggarakan fungsi:
a. peruymusan kebijakan teknis bidang pengembangan e-Government;
sanaan kebijakan teknis bidang pengembangan e-Government;
sanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan e-
gtnment;
kpanaan administrasi bidang pengembangan e-Government; dan
akpanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
|tugas Kepala Bidang Pengembangan e-Government sebagaimana
siid pada ayat (1), meliputi:
¥ sun rencana kegiatan Bidang e-Government sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
:'stribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
jantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Bidang e-Government untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. me sun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

andatangani naskah dinas;
e. mengjkuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya,

f. men. sun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur dan
kan evaluasi Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang;




-11 -
g menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan
dan| pengelolaan aplikasi, pengembangan ekosistem e-Government

art  city, pengembangan penyelenggaraan Government Chief
mation Officer (GCIO), tata kelola TIK, serta Manajemen Data dan

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan

| pengelolaan aplikasi, pengembangan ekosistem e-Government

art city, pengembangan penyelenggaraan Government Chief
nation Officer (GCIO), tata kelola TIK, serta Manajemen Data dan
Integrasi;

i. menyiapkan bahan dan data terkait untuk penyusunan norma,

ar, prosedur, dan kriteria penyelanggaraan di bidang

tmbangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan ekosistem e-

efnment smart city, pengembangan penyelenggaraan Government

Chief| Information Officer (GCIO), tata kelola TIK, serta Manajemen

4 dan Integrasi;

j. menyjapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis di

ang pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan

gistem e-Government smart city, pengembangan penyelenggaraan

Gove¢mnment Chief Information Officer (GCIO), tata kelola TIK, serta

ajemen Data dan Integrasi;

ukan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan dibidang

ggmbangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan ekosistem e-

Govermmment smart city, pengembangan penyelenggaraan Government

ief| Information Officer (GCIO), tata kelola TIK, serta Manajemen

4 dan Integrasi;

1. menyglenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
penggmbangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan ekosistem e-
Govermment smart city, pengembangan penyelenggaraan Government
Chief| Information Officer (GCIOQ), tata kelola TIK, serta Manajemen

4 dan Integrasi;

m. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan

/dlenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan e-
Gov : nmernt;

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

ran perundang-undangan;

p. menypsun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pen bangan e-Government dan memberikan saran pertimbangan
ke atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesugj dengan bidang tugasnya.

| Bagian Keempat
Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

Pasal 10
ubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dipimpin oleh
I Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan,
yskan dan melaksanakan kebijakan teknis hubungan masyarakat
dan kompunikasi publik.

(1) Bidang
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(2) Untuk| melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
Kepala | Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
menyelgnggarakan fungsi :

a. perymusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat dan
komunikasi publik;

b. pelgksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat dan
komunikasi publik;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang hubungan masyarakat
dar{ omunikasi publik;

d. pelaksanaan administrasi bidang hubungan masyarakat dan
komiinikasi publik; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian | tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
Publik|sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan
Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Cc. me ol sanakan kegiatan memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelagsanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat
dan|| Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan

De :Ii_-r aan tugas;

p bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik;

)
.

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menigndatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai
ure !. tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur

g me =. ordinir dan mengoordinasikan penyiapan bahan dan data terkait
pe :!.:: aan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan
ko nikasi publik;

h. mengoordinir dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pen ; diaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komynikasi publik;

i. me leng;gara.kan kegiatan pelaksanaan layanan hubungan media
dan| penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta
penyediaan akses informasi di Kabupaten Pinrang;

j. menyglenggarakan Kkegiatan pelaksanaan kegiatan pemantauan,
evalisi, dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan
komyynikasi publik;

k. me lenggarakan monitoring, evaluasi dan  pengawasan
pen : lenggaraan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat
dan KHomunikasi publik;

1. me lenggamkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pe ' tah dan non pemerintah dalam rangka mendukung
aksanaan tugas dan fungsi;

' 1 kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

:; ran perundang-undangan;

yusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan

Masyarakat dan Komunikasi Publik serta memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijgkan;dan
0. meldksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
suai dengan bidang tugasnya.
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Bagian Kelima
Bidang Informasi dan Statistik

Pasal 11

(1) Bidang|Informasi dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan
Statistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengoqgndinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
Informasi dan Statistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
Kepala Hidang Informasi dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. perymusan kebijakan teknis bidang informasi dan statistik;

b.
c.
d.

e,

pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan statistik;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan statistik;
pelakpanaan administrasi bidang informasi dan statistik; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian | tugas Kepala Bidang Informasi dan Statistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

4a.

b.
C.

. men

menyusun rencana kegiatan Bidang Informasi dan Statistik sebagai
pedaman dalam pelaksanaan tugas;

mengljstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memgntau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingungan Bidang Informasi dan Statistik untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menahdatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

menypsun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai
uraigm tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur
lingkyp Bidang Informasi dan Statistik;

menggordinir penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
superyisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik,
merymuskan dan melaksanakan program dan pengelolaan opini dan
aspirgsi publik;

. men ! mpulkan dan penyusunan data pelaksanaan

progtam/kegiatan pembangunan daerah;

men' sun  statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan
pembangunan daerah;

menyuysun pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah
Kabupaten;

menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik di Kabupaten
Pinrang.
Me q tau pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasignal dan pemerintah daerah;

glenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Statistik;
mengihventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
deng' bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

menyedlenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerjntah dan non pemerintah dalam rangka mendukung
pelakiganaan tugas dan fungsi;

. menyysun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Informasi

dan Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagdi bahan perumusan kebijakan;

. menilgi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peratiyran perundang-undangan;

|
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r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Informasi
dan |Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
agai bahan perumusan kebijakan: dan
sanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesjipi dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Persandian dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

! Pasal 12

(1) Bidang| Persandian dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin
oleh Kepala Bidang Persandian dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang |mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengogrdinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
Persangljan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Untuk | melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala| Bidang Persandian dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
menyelenggarakan fungsi
a. perymusan kebijakan teknis bidang Persandian dan Teknologi

Informasi dan Komunikasi;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Persandian dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Persandian dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi:

d. pels kpa aan administrasi bidang Persandian dan Teknologi Informasi
dan Homunikasi; dan

€. pelakpanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian (fugas Kepala Bidang Persandian dan Teknologi Informasi dan
KomuniKasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menypsun rencana kegiatan Bidang Persandian dan Teknologi
Inforthasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. men .& stribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

C. memgntau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
Bid :a; Persandian dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk
men' tahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. men_ sun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
menyyisun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur dan

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang
Persgndian dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

g menyysun norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang
Persandian dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

h. merurhuskan kebijakan teknis di bidang Persandian dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

= o

i. melakganakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan
keamgnan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
j. melaksanakan operasional pengamanan persandian, pengelolaan

sumbgrdaya persandian di lingkungan pemerintah daerah;

k. mels ! akan pengembangan infrastruktur persandian, teknologi
informasi dan komunikasi;

1. mEm: gun pola hubungan persandian antar organisasi perangkat
daeralj provinsi;

m. menygelenggarakan  monitoring, evaluasi dan pengawasan
peny@lenggaraan kebijakan teknis di Bidang Persandian dan
Teknglogi Informasi dan Komunikasi;
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n. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
deniga bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

0. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

nerintah  dan non pemerintah dalam rangka mendukung

1ksanaan tugas dan fungsi;

p. menjlai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pergandian dan teknologi informasi dan komunikasi dan memberikan
sargn pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

r. melpksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesyai dengan bidang tugasnya.

BAB V
ELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
! Pasal 13
(1) Dinas |Homunikasi, Informatika dan Persandian dapat membentuk
sejumlal kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan
kebutuhfn dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelomppk Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud
pada a at (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan

fungsioppl dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturgh perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan
sistem kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

? Pasal 14
(1) Kepala |Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
(2) Kepala |Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat
F‘ungsi'al, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas melaksanakan tugas

dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta ménerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi,
sinkronigasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas
dan efisj¢nsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
(3) Kepala |Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam
lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
instans emen'ntahjawasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja
dan mefperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
; Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan

1 Pasal 15

(1) Kepalg|Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam
lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan
pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara
berkald dan/atau sesuai kebutuhan;
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ala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat
Funggional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara

berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan
masing-masing;
(3) Kepalg Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan dalam

peratyifan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

ngan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan

Ketentuan| yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang
Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
(Berita Dagrah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 60), tetap berlaku
sampai depigan ditetapkannya peraturan bupati tentang sistem kerja pada

pemerintaly|daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
f Pasal 18
Dengan Jakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor
60 Tahun 2D21 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 19
Peraturan Hupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Berita
paten Pinrang Tahun 2021 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan | [Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten| Pinrang.
Ditetapkan di Pinrang

BUPATI PINRANG

ItWﬁN HAMID t

Diundangkgn di Pinrang
Pada 'I‘su:ngjli‘]-l oc Jow 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

BUDAYA |

BERI DAT)RAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR

Pada Tanggal o6 Jun 2023
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